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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi lebih efektif dan efisien 

dibandingkan dengan pendekatan non-rehabilitatif berupa pemidanaan 

semata. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik, 

psikologis, dan sosial penyalahguna narkotika, tetapi juga bertujuan 

mengurangi risiko ketergantungan berulang (residivisme) serta membantu 

mereka kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Oleh karena 

itu, penerapan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU 

Narkotika merupakan bentuk penanganan yang lebih tepat, humanis, dan 

berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pemberian hukuman 

pidana yang cenderung bersifat represif. 

2. Rehabilitasi merupakan pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam 

penanganan pecandu narkotika karena berorientasi pada proses pemulihan 

ketergantungan melalui terapi medis dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya 

meningkatkan kemungkinan keberhasilan pemulihan, tetapi juga lebih 

hemat biaya, waktu dan tenaga karena mampu mengurangi kebutuhan 
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penanganan berulang akibat relapse maupun pelanggaran hukum yang 

berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena iru, rehabilitasi 

menjadi alternatif yang lebih tepat dalam mewujudkan pemulihan individu 

sekaligus menekan beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh 

penyalahgunaan narkotika. 

B. Saran 

1. Optimalisasi pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, lembaga Yudikatif diharapkan dapat lebih 

mengedepankan pendekatan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban 

penyalahgunaan narkotika sesuai dengan tujuan pemulihan yang 

diamanatkan oleh undang-undang. Hakim sebagai bagian dari lembaga 

yudikatif perlu mempertimbangkan secara komprehensif hasil asesmen dan 

kondisi pelaku dalam menjatuhkan putusan, sehingga rehabilitasi dapat 

diterapkan secara tepat sasaran. 

2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya 

rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap pecandu dan penyalahguna 

narkotika yang memenuhi kriteria rehabilitasi berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Di samping itu, upaya rehabilitasi perlu terus 

ditingkatkan melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia, serta optimalisasi akses layanan rehabilitasi. Langkah 

tersebur bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhak 

memperoleh rehabilitasi dapat menjalani proses pemulihan secara maksimal 
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sehingga mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat dan mengurangi 

risiko penyalahgunaan narkotika di masa mendatang.   
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